SALINAN

KEPUTUSAN
MEDETERT PENDIDIAN DAN KEBUDAYAAN
3 BEPUDLUC INDONESIA
Y NOMOR £260/0/1994

TENTANG

PEMBUICAAN DAN PENEGERIAM SEKOLAN
TATUNM PELATARAN 198371994

MIENTER] PEMDIDIKAN D AN KEBUDAYAAN
: 1 - 1% . RN
e i | "
Menimbang ¢ bahwa  unuwk mcningknlkan!da)‘aﬁmmpung Sckolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pandidikan’
dasar 9 ahun serta daya tampung Sckelah Menengah Umum (SMA) dan
Sekelah Merengah Kejuran (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu

- menihuka dan wmeacgerikan sckolah tihan pelajaran 199371994
hengingat s 1; Undang-undase Nomor 2 Tahun 19897
2. Perawran Pemerintah:
" a. Nomor 27 Tahun 19¢0;
Lo loeer 28 Tahwa 1990
& Maper 20 Talun 1956
3.0 Repuusan Yresiden Republix Indonesia:
a. Nomer 4 Taban 1974
b Nomee 15 Vaher 1984 sebapminaa et Benerapa kah diyba
teragiir dengan Keputisan Presidan Republit Indopesia Momar
15 Tahun 1994:
¢ Nemor 96/M Tahun 1993:
d. - Nomor 16 Tal:un 1994:
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Nebudavaan:
b a.  Nomor 0296/0/1978 1angeal 2 September 1974:
v L. Momor 0370/0/1978 1anggal 22 Desember 1978:
c. Momor 0371/0/1978 tangcal 22 Desember 1978;
d.  Nomor 0S0/0/1979 tanegal 26 Mei 1979+
c.  Nomor 0§7/0/1933 tancgal 28 Pebruari 1983,
- [ MNomar 0262/0/1984 targeal 14 Juni 1934;
g Momor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985:
h. Nomor 064/0/1987 tanceal 16 Januari 1987-
, i Nomor,085/U/1994 tangeal 14 April 1994,

Memperhatikan @ Persetjuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara dengan surat

Nomor B-1256/494 anpgal 28 September 1994,
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INAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Nepara;

Sekretarls Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudaynan;

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Dircktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kclmdnyn:m:‘

Kepala Badan Penelitian dan l’cngcmb:mgzm Pendidikan dan Kebudayaan:

Semua Sckretaris Dicektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal. dan Badan Penelinan d;

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Dcp:\r(cmc;\ Pendidikan da
Kebudayaan: o ’ i
Semua Dircktur, Kepala Biro, K‘c.pnl;\ Pusﬁt, Inspektur dalam lingkungan Departene
Pendidikan dan chuqaym‘n;' D 1 (g'. ‘ - ,
Kepala Kaotor Wilny;"{h’Dc':phrfélncn- l?féhdi:clﬁ an 'j'n'_‘Kebudaynnn di Propinsi setempat:
Gubernur Kepala Dacrah Tingkat T dj Prc');])m}’i sciempat: ‘

Badan Adiministrasi Kepegawaian Negara:

Badan Pemeriksa Keuangan:

Direktorat Jenderal Angparan Departemen Kevangan;

Kantor Perbendaharaan danKas Negara setempat;

, . ]
Yanp bersanpgkutan untuk dipergunakan sepe lunya. !
K 8 ] perg | { y

Salinan sesuai dengan aslinya

Bizo Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
|
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Pasal |
Membuka Tuman Kanak-kanak (FK). Sckobah Menenpah Tingkat Pertama
(SMP), Sckolah Menengah Umum (SMA), dan Sckolah Menengah Kejuruan
(SMK) Neperi serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi
di Indonesia tahun pelajaran 199371994 sebagnimana tercatie AN | ARy
Foheputusan i,

Jzasal 2

() Keaudakan, wgas dan Tungsi, susunan organisasi dan @t ket eors

struktur organisasi T, SMP, SMA, dan SMK Negerr sebagaisia,
dimaksud dalam Pasal | masing-masing adalah sebagaimana ditciapd,-
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan -

a. Nomor 0296/0/1978 mngga(fi Scptember 1978:

b. . Nomor 0370/0/1978 tangga g‘f_z esember 1978;
c. N01116r"0'3-71/0/1978}(_angga 22 Desember 1978:
d. Nomor 090/0/1979 langgaifa6 Mei 1979,

(2)  Strukwr organisasi TK dan sckolah sebagaimana dimaksud

dalam Pasat |
tercantum dalam Lanipiran Keputusan inj.

Pasal 3
Menugaskan kepada Kepata Kantor Wilayah Dep

artemen Pendidikgn da,
Kebudayaan di Propinsi unt:

melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah

sebagaimana dimaksud dala: Pasal | yang berada di wilayahnya MAasing-masing

Pasal 4
Biaya pelaksanaan Keputusan inj Laei maesing-masin
%) i
mata angparan yan\"z}‘scsu:n schag
Keputusan ini.

g Propinsi dibebankan pada
aimana tercantum dalam kolom 7 Lampian !

Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
A, TK Negeri ~ 69 buah:
b, SMP Negeri  8.773 buahy
c.  SMA Negeri 2.399 buah:
d.  SMIK Neegeri 28 buah:
¢. SMT Pertanian  Negeri 42 Luah;
[. SMKK - Negeri 86 buah.

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetupkan.

Ditetapkan di Jakara
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN HEBUDAY A A
ttd.

vrof.De-Inp. Wardhman Djojonegoro
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